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di Indonesia
ABSTRAK

Pakaian bekas impor merupakan pakaian yang sudah dipakai oleh orang lain, yang
diimpor dari luar negeri. Perdagangan atau jual beli pakaian bekas impor yang kita
kenal dengan sebutan thrifting saat ini sangat berkembang pesat dan sudah tersebar
luas di wilayah NKRI, baik melalui platform online atau offline. Kegiatan ini
menimbulkan masalah yang sampai saat ini belum dapat diatasi padahal pemerintah
Indonesia sendiri telah membuat aturan tentang larangan impor terhadap barang
bekas. Permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini adalah bentuk dari
pengaturan mengenai penjualan pakaian bekas impor di Indonesia dan akibat
hukum para pihak dalam praktik jual beli pakaian bekas impor. Metode penelitian
yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan
hukum primer, sekunder dan tersier, serta dianalisis secara kulitatfif dan deduktif.
Hasil dari penelitian ini adalah faktor masih banyaknya penjualan pakaian bekas
impor dikarenakan fiksi hukum yang menduga bahwa peraturan perundang-
undangan mempunyai kekuatan mengikat setiap orang yang telah mengetahui
peraturan tersebut. Kemudian pengimplementasian peraturan tersebut tidak
berjalan dengan baik. Karena masyarakat tidak memperdulikan dan tidak
mengetahui adanya peraturan tersebut. Masih banyak pihak yang tidak bertanggung
jawab terhadap kegiatan jual beli pakaian bekas impor. Pemerintah dan penegak
hukum harus tegas dalam pemberian sanksi kepada pelaku yang melakukan jual
beli pakaian bekas impor.

Kata Kunci : Impor, Pakaian b kzﬁ, Jual beli
Palemb Januari 2024
Pembi Pembantu,

Drs. H.'Murzal, S.H., M.Hum M Hum
NIP. 196003121989031002
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Ketua Bagian Hukuni Perdata
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan atau jual beli pakaian bekas impor yang kita kenal dengan sebutan
thrifting saat ini sangat berkembang pesat dan sudah tersebar luas di wilayah NKRI,
baik melalui platform online atau offline. Kegiatan ini menimbulkan masalah yang
sampai saat ini belum dapat diatasi padahal pemerintah Indonesia sendiri telah

membuat aturan tentang larangan impor terhadap barang bekas.

Seperti yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Indoneisa merupakan negara hukum (rechtsstaat). Dalam
maknanya sebagai negara hukum, berarti segala aspek kehidupan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia ini harus didasarkan pada segala perundang-

undangan serta turunannya dan produk hukum yang berlaku di wilayah NKRI.!

Makna Indonesia sebagai negara hukum dapat diuraikan seperti, keberadaan
hukum yang mengikat, artinya Indonesia sebagai negara hukum memiliki kekuatan
yang mengikat harus dipatuhi atau ditaati oleh seluruh warga negara dan
pemerintah. Adanya prinsip kedaulatan hukum, di mana hukum yang berlaku setara
bagi semua individu dan lembaga, termasuk pemerintah. Tidak ada bagi semua
warga negara Indonesia dikecualikan untuk bertindak di luar batas hukum.
Indonesia sebagai negara hukum juga berarti harus mempunyai kepastian hukum,

artinya perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban

1 Ni Made Dwik Rusniati, [da Ayu Aukihana, “Kepastian Hukum Jual Beli Pakaian Impor
Bekas”, Jurnal Kertha Wicara, Vol.10 No.12, 2021, Hlm. 1001



setiap warga negara. Hukum harus jelas, dapat diakses, dan berjalan secara
konsisten. Kepastian hukum menjadi dasar bagi perilaku manusia baik untuk
individu, bisnis, kelompok, maupun organisai dalam beroperasi. Lalu adanya
penegakan hukum dan keadilan, penegakan hukum harus efektif dan adil. Hukum
diterapkan dengan kemantapan dan tidak memihak siapapun dalam artian tidak ada

campur tangan atau intervensi kepentingan politik dan pribadi.?

Indonesia sebagai negara hukum dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab
sebagai pemegang kekuasaan dan harus bertanggung jawab atas tugas dan
kewenangannya dengan menjalankan tugasnya sesuai prinsip keadilan, integritas
dan akuntabilitas. Untuk menjadi negara hukum yang baik dan benar warga negara

sangaat berperan, wajib harus mematuhi hukum dengan taat.

Adanya norma hukum atau pengaturan, perundang-undangan, dan juga
produk-produk hukum diharapkan dapat mengontrol tingkah laku warga Negara
Kesatuan Republik Indonesia baik secara individu, kelompok, dan lembaga. Tetapi
kenyataannya banyak oknum melanggar aturan yang telah ada. Apa yang
diinginkan atau diharapkan dengan adanya peraturan tersebut terhadap suatu hal
tidak dapat terwujud dengan semestinya. Hal ini dapat dilihat bahwa di dalam aspek
atau lingkup perdagangan banyak sekali problematika yang terjadi, baik terkait

konsumen atau pelaku usahanya yang sudah diatur dalam hukum dagang

2Anugrah Dwi, Makna Indonesia sebagai Negara Hukum,
https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/, 2023, Diakses Pada: 20
Agustus 2023, Pukul 06.23 WIB
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Indoneisa, yang mana hukum dagang berperan sebagai social control dan social

engineering.®

Hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan yaitu yang
timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan atau perniagaan.* Hukum
dagang Indonesia bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan undang-
undang khusus yang mengatur tentang aspek tertentu dalam hukum tersebut seperti
Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan lain
lainnya.® Ada juga beberapa penetapan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah

seperti peraturan menteri.

Dalam dunia perdagangan ada istilah bilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan
oleh 2 negara. Hukum dagang tidak hanya mengatur kegiatan jual beli atau
perdagangan yang ada di Indonesia, tetapi juga mengatur kegiatan antara Indonesia
dan pihak luar yang melewati batas Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) atau negara lain.
Begitu juga halnya kegiatan ekspor dan impor yang merupakan kegiatan jual beli
atau perdagangan Internasional yang dilakukan antara pihak Indonesia dengan

pihak negara lain.

Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean atau
wilayah Indonesa, sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar

negeri ke dalam daerah Indonesia atau dalam daerah pabean. Di Indonesia sendiri

3 Amin Purnawan dan Siri Ummu, Hukum Dagang dan Aspek Legalitas Usaha, Lindan
Bestari, Jakarta, 2020, HIm. 1.

4 Suwardi, Hukum Dagang Suatu Pengantar, Deepublish, Jakarta, 2015, Hlm. 6.

% Farida Hasyim, Hukum Dagang, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 13.



impor dapat dilakukan oleh siapapun baik individu, perusahaan atau pemerintah.
Impor bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri baik barang atau jasa
yang tidak ada atau tidak cukup diproduksi di dalam negeri, atau juga agar
mendapatkan harga barang atau jasa dengan harga yang relatif lebih murah

dibandingkan di dalam negeri.

Dalam perdagangan Internasional, importir memiliki tanggung jawab atas
kontraktual supaya terlaksana dengan baik barang yang diimpor. Di Indonesia
hampir seluruh sektor dapat dilakukan, seperti sandang, pangan serta industri.’
Salah satunya yang sedang marak saat ini adalah kegiatan jual beli impor pakaian
bekas atau thrifting. Akan tetapi, kegiatan ini cukup banyak menimbulkan

problematik terhadap negara Indonesia.

Di era modern ini pakaian bukan hanya sebagai suatu kebutuhan pokok
manusia semata. Dalam lingkungan masyarakat terutama di Indonesia pakaian
menjadi penunjukan identitas diri dan karena itulah fashion atau gaya berpakaian
menjadi hal yang cukup penting. Dengan adanya kegiatan jual beli pakaian bekas
impor ini masyarakat dipermudah untuk menunjukkan fashion atau gaya berpakaian
mereka karena masyarakat bisa mendapatkan pakaian terutama pakaian branded

atau bermerek dengan harga yang sangat murah.

Jual beli pakaian bekas atau thrifting di Indonesia merupakan kegiatan usaha
yang sudah lama dilakukan dan berkembang sekitar tahun 1990-2000 serta

diperjualbelikan di pasar-pasar tradisional. Pada tahun 2013 impor pakaian bekas

®Ifat Fauziah, Buku Panduan Export dan Import, llmu Cemerlang Group, Jakarta, 2018,
Hlm.3.



mengalami peningkatan. Berdasarkan laporan data statistik Kementerian
Perdagangan Indonesia impor pakaian bekas mencapai USD 3,3 juta dan pada tahun
2014 mengalami penurunan drastis sekitar 94,6% menjadi 176,9 ribu. Tetapi pada
tahun berikutnya mengalami kenaikan lebih dari 100%. Pada tahun 2015 penjualan
pakaian bekas sebanyak 5.938 bal dan pada 2016 mengalami kenaikan menjadi
6.814 bal pakaian bekas impor masuk serta diperjualbelikan. Karena peningkatan
atas penjualan dan permintaan pakaian bekas membuat kelayakan semakin tidak
terperhatikan atau sulit dikontrol. Dengan begitu pemerintah menerbitkan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor
Pakaian Bekas. Saat ini kegiatan jual beli pakaian bekas juga sangat mudah
dilakukan, karena adanya perkembangan teknologi, penjual dapat berjualan melalui
platform e-comerce atau sosial media yang sangat mudah diakses oleh kalangan

masyarakat.’

Jual beli pakaian bekas impor banyak berdampak negatif terhadap negara
seperti, kesehatan, perekonomian, dan lingkungan. Dari segi kesehatan di dalam
pakian masih terdapat bakteri kulit dan jamur. Jadi, dapat dipastikan bakteri di
dalam pakaian bekas memiliki jumlah yang lebih banyak dan membahayakan
tubuh. Ditjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Kementrian
Perdagangan dan Laboratorium di Indonesia melakukan penelitian terhadap
pakaian bekas impor tersebut. Dari 25 sampel pakaian, setelah dilakukan uji coba

laboratorium, baju bekas ini menghasilkan bakteri mikroorganisme yang dapat

7 Sri Wulandari, Laris Manis Pakaian Bekas,
http://www.majalahreviewweekly.com/read/1184/laris-manis-pakaian-bekas , 2016, Diakses Pada:
20 Agustus 2023, Pukul 08.10 WIB



http://www.majalahreviewweekly.com/read/1184/laris-manis-pakaian-bekas

bertahan hidup pada pakaian yaitu bakteri Escherichia Coli (E. Coli),
Staphylococcus (S. Aureus), dan jamur (kapang atau khamir). Bakteri dan jamur
yang ada dalam pakaian bekas tersebut membahayakan, dan dapat menimbulkan
penyakit seperti penyakit kulit atau gatal-gatal serta iritasi terhadap kulit, diare,
serta penyakit saluran kelamin. Hal tersebut sudah menimbulkan tidak keselarasan
terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 10 yang
berbunyi “untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat,
diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan
kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit
(kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara
menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan”. Dalam pasal ini kesehatan itu sangat

penting dan diwajibkan setiap warga NKRI untuk mencegah terjadinya penyakit.®

Tidak hanya berdampak bagi kesehatan, jual beli pakian bekas impor ini juga
merugikan perekonomian Indonesia. Menurut Ketua Asosiasi Perstektilan
Indonesia Ade Suderajat semakin maraknya peredaran pakaian bekas impor di
Indonesia membuat industri garmen lokal kesulitan untuk berkembang dan menurut
Presiden Joko Widodo, hal ini dapat mengganggu industri tekstil dalam negeri dan
membuat produk lokal atau Usaha Mikro Kecil, dan Menengah UMKM bersaing,
karena harga pakaian bekas impor ini lebih murah dibandingkan harga produk lokal.

Hal ini juga berpotensi mengurangi lapangan kerja dalam industri tekstil di

8 Dana Aditiasari, Kemendag: Pakai Baju Bekas Impor Bisa Kena Penyakit Saluran
Kelamin, diakses dari https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/, 2015, Daiakses Pada 20
Agustus 2023, Pukul 08.10 WIB.


https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/

Indonesia dan dapat menghambat pemerintah untuk pengembangan dan
pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan hal
sangat penting bagi perekonomian global sebagai Pondasi Perekonomian Global.
Pakaian bekas impor juga sangat buruk terhadap lingkungan karena meningkatkan

jumlah sampah tekstil karena susah untuk didaur ulang .°

Antusias serta minat dan keinginan masyarakat terhadap pakaian bekas impor,
membuat masyarakat mengeyampingkan atau tidak memedulikan dampak terhadap
adanya kegiatan jual beli pakaian bekas impor. Padahal sudah ada norma hukum
atau peraturan-peraturan baik perundang-undangan atau produk hukum yang
mengatur bahwa adanya larangan terhadap impor pakaian bekas yang berarti
kegiatan ini dapat dikatakan ilegal. Contoh di antaranya pada Pasal 47 ayat (1)
Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan bahwa “setiap
importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru” dan Menteri Perdagangan
juga menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015
Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Peraturan Menteri Perdagangan No.18
Tahun 2021 jo Peraturan No.40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan
Barang Dilarang Impor dalam Pasal 2 angka (3) huruf d yang menyatakan bahwa
“Barang Dilarang Impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas”.
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang

yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara

® Annisa Medina Sari, Dasar Hukum dan Dampak Impor Pakaian Bekas di Indonesia,
https://fahum.umsu.ac.id/dasar-hukum-dan-dampak-impor-pakaian-bekas-di-ndonesia/, 2023,
Diakses Pada 21 Agustus 2023, Pukul 19.30 WIB



https://fahum.umsu.ac.id/dasar-hukum-dan-dampak-impor-pakaian-bekas-di-ndonesia/

lengkap dan benar atas barang dimaksud. Pada permasalahan jual beli pakaian
bekas impor ini Bea Cukai atau Direktorat Jendral Bea dan Cukai mempunyai
peran. Dapat dilihat dalam Undang — Undang No. 17 Tahun 2006 tentang
Kepabeanan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tentang larangan dan
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pembatasan impor/ekspor. Ayat 1 berbunyi “ untuk kepentingan pengawasan
terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang
menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib
memberitahukan kepada Menteri”. Ayat (2) berbunyi “ ketentuan mengenai
pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan

menteri”. 1°

Dapat dilihat dari permsalahan jual beli pakaian bekas impor ini, di mana
adanya kesenjangan atau gap antara das sein dan das solen, bagaimana yang diatur
tidak sejalan dengan kenyataan di masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah
tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul

“Pengaturan Usaha Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Indonesia”.

10 Kementerian Kuangan Diterktorat Jendral Bea dan Cukai, Tugas Pokok dan Fungsi
Direktorat Jendral Bea dan Cukai, https://bcbekasi.beacukai.go.id/tugas-pokok-beacukai, 2021,
Diakses Pada 21 Agustus 2023, Pukul 19.30 WIB



https://bcbekasi.beacukai.go.id/tugas-pokok-beacukai

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang, maka dirumuskan permasalahan sebagai

berikut;

1. Bagaimana pengaturan terhadap jual beli pakaian bekas impor di
Indonesia?
2. Apa akibat hukum terhadap para pihak dalam praktik jual beli pakaian

bekas impor?
C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap jual beli
pakaian bekas impor di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap para

pihak dalam praktik jual beli pakaian bekas impor.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini dharapkan akan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih
terhadap pengembangan Ilmu Hukum Dagang yang merupakan bagian dari
Hukum Perdata secara khusus mengenai hukum jual beli pakaian bekas bekas

impor.
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2. Manfaat Praktis
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan

pemikiran yang bermanfaat bagi para pihak sebagai berikut:

a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan serta
memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu masalah, serta
dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat memenuhi persyaratan
dalam meraih gelar sarjana hukum.

b. Bagi masyarakat, dalam hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan
atau pengetahuan terhadap kegiatan usaha jual beli pakaian bekas impor.

c. Bagi pelaku usaha, dalam hal ini diharapkan pelaku usaha mengetahui

peraturan dan dampak terhadap jual beli pakaian bekas impor.

E. Ruang Lingkup

Pembatasan ruang lingkup pada penelitian ini dilakukan agar tidak terjadinya
perluasan atau penyimpangan dari judul dan rumusan masalah yang sudah
diputuskan. Adapun ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini adalah kajian
tentang ilmu hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan usaha
jual beli pakaian bekas impor di Indonesia, serta perundang-undangan dan
peraturan yang berkaitan seperti Undang-Undang Perdagangan, Peraturan Menteri

Perdagangan, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
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F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Teori ini memberikan kepastian hukum terhadap pelaku kegiatan usaha jual
beli pakaian bekas impor yang mana telah diatur dalam perundang-undangan
atau produk hukum lainnya. Kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa
hukum itu harus dijalankan dengan cara yang baik. Adanya kepastian hukum
diharapkan, upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang telah
dibuat oleh pihak berwenang, yang aturan itu beraspek yuridis dan dapat
menjamin adanya suatu kepastian bahwa hukum merupakan suatu fungsi

peraturan yang harus ditaati.!!

Menurut Utrecht, ada dua pengertian kepastian hukum, yang pertama
adanya aturan bersifat umum agar individu mengetahui perbuatan mana yang
diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, dan kedua, adalah bentuk keamanan
hukum bagi individu dari pemerintah di mana dengan adanya aturan berifat
umum individu dapat mengetahui apa yang dibebankan dan dilakukan negara

terhadap individu.?

2. Teori Perlindungan Hukum
Teori ini digunakan untuk memberikan bentuk perlindungan hukum untuk
pelaku usaha dan konsumen terhadap kegiatan jual beli pakaian bekas impor.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk

11 Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2013. HIm.67.
12 Agatha Jumiati, “Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia”,
Jurnal lus Civile, Vol 6 Nomor 1, 2022, HIm.29.
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melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan
menggunkan perangkat-perangkat hukum yang ada.™® Secara teoretis Philipus
M. Hadjon mengatakan bahwa terdapat 2 (dua) macam perlindungan hukum,

yakni:

a. Perlindungan Hukum Preventif, perlindungan ini diberikan pemerintah
dengan pengertian sebagai pencegahan. Walaupun memang proses
perkembangan dalam perlindungan preventif ini tidak secepat hukum
represif namun perlindungan preventif sudah diakui juga mempunyai
peran yang besar atau penting khususnya di Indonesia untuk mencegah
terjadinya pelanggaran dengan berpegangan pada peraturan perundang-
undangan yang ada dan menjadikan pemerintah lebih bersikap hati-hati

untuk bertindak dalam mengambil sebuah keputusan.

b. Perlindungan Hukum Represif, sedangkan perlindungan ini telah diartikan
sebagai penyelesaian suatu sengketa yang timbul saat terjadinya sebuah
pelanggaran. Dapat diibaratkan juga bahwa perlindungan represif ini
termasuk dalam perlindungan terakhir untuk memberikan sanksi kepada

pihak yang melanggar peraturan sebagaimana yang mereka lakukan.

13 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University
Press, Yogyakarta, 2011, Hlm. 10.

“Tim Hukum Online, Teori-teori Perlindungan Hukum Menurut Para Abhli,
https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-
1t63366¢d94dcbe/ , 2022, Diakses Pada: 22 Agustus 2023 Pukul: 20.00



https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/
https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/
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3. Teori Fiksi Hukum

Teori ini digunakan untuk memberikan sanksi terhadap pelaku praktik jual
beli pakaian bekas impor. Menurut Jimly Asshiqqie teori fiksi hukum adalah di
mana setiap norma hukum yang telah diberlakukan, maka dianggap setiap
orang mengetahui hukum. Teori Fiksi Hukum ini beranggapan jika suatu
perundang-undangan telah diundangkan maka setiap orang dianggap tahu dan
ketentuan itu bersifat mengikat jika adanya ketidaktahuan seorang terhadap

hukum, tidak dapat membebaskan mereka dari hukuman.™

4. Teori Perjanjian

Teori ini digunakan untuk mengetahui bagaimana status dari perjanjian jual
beli pakaian bekas impor. Kata perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu
overeenkomst. Menurut KRMT Tirtodiningrat, perjanjian merupakan suatu
perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat antara dua orang atau lebih untuk
menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh Undang-Undang.
Menurut KUH Perdata Pasal 1313, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau

lebih.t®

Dalam perjanjian terdapat dua subjek yaitu manusia atau suatu badan hukum
yang mana keduanya dalam pelaksanaannya memiliki hak dan kewajiban
masing-masing. Sedangkan objek dari perjanjian merupakan hal yang

diwajibkan kepada pihak berwajib atau debitor, dan pihak berhak atau kreditur

15 Ali Marwan, “Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum”, Jurnal Penelitian Hukum
De jure, Vol.15 No 3, 2016, HIm.252.
16 T.H. Lubis, “Hukum Perjanjian di Indonesia”, Jurnal Sosek, Vol 2 No.3, 2022, Hlm.182.
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mempunyai hak dalam hal tersebut. Dalam halnya perjanjian mengenai suatu

benda seperti hal jual beli, jadi objek dari perjanjian tersebut adalah suatu

benda atau barang.

Dalam perjanjian juga terdapat bebearapa asas yaitu:

1.

Asas Kebebasan Berkontrak. Asas ini dijelaskan pada Pasal 1338 Ayat (1)
KUHPerdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini
merupakan suatu asas yang memberikan berkontrak kepada para pihak
untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian
dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan menentukan

bentuk perjanjian lisan maupun tertulis

. Asas Konsensualisme. Asas ini dijelaskan dalam Pasal 1320 Ayat (1)

KUHPerdata, yang mana salah satu syarat dari sahnya suatu perjanjian yaitu
adanya kesepakatan antara kedua pihak yang berjanji untuk mengikatkan
diri. Menurut asas ini perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara

formal, tetapi hanya adanya kesepakatan kedua pihak saja.

. Asas Kepastian Hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian.

Asas kepastian hukum adalah pihak ketiga harus menerima subtansi
kontrak yang telah dibuat oleh para pihak, seperti sebuah undang-undang.
Maka dari itu tidak diperbolehkan adanya suatu intervensi terhadap suatu

subtansi kontrak yang dibuat oleh para pihak yang terkait di dalamnya.
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4. Asas Itikad Baik. Asas ini dijelaskan dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH
Perdata, yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”
Asas ini menjelaskan bahwa para pihak pembuat perjanjian diwajibkan
untuk melaksanakan kontrak sesuai kepercayaan atau keyakinan yang teguh
maupun kemauan baik dari para pihak.

5. Asas Kepribadian. Merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang
yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan
perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340

KUH Perdata.'’

Dalam membuat perjanjian harus terpenuhinya syarat-syarat sahnya

perjanjian yang ada pada Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. Adanya kata sepakat.
2. Adanya kecakapan.
3. Suatu hal tertentu.

4. Suatu sebab yang halal '8

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memakai cara-cara berikut untuk

memaksimalkan hasilnya:

17 Ibid, Hlm. 182.
18 Ibid, Him.184.
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1. Jenis Penelitian

Menyesuaikan judul terhadap penelitian ini peneliti memakai jenis penelitian
normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang berfokus pada
peraturan atau perundang-undangan yang tertulis atau penelitian yang
berdasarkan kaidah dan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.'®
Penelitian normatif menggunakan cara berfikir deduktif di mana gagasan yang
diciptakan dari sesuatu yang umum, sudah pasti benar dan menyimpulkan

sesuatu dengan khusus.?

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan
dengan cara mempelajari norma hukum, konsep-konsep, teori-teori, doktrin,
asas-asas hukum, menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

dengan penelitian yang akan dilakukan.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan untuk meneliti suatu
kasus atau permasalahan yang berkaitan dengan isu hukum. Atau juga
membahas bagaimana penerapan terhadap norma-norma dilakukan dalam

praktik hukum yang bertujuan agar dapat melihat pandangan terhadap dampak

1% Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum,
Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh 2022, Him. 8.

20 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016,
Hlm.93.
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dimensi penormaan dalam aturan hukum dan dalam praktik hukum yang menjadi

tambahan dalam penjelasan hukum sesuai hasil analisinya.

3. Jenis dan Sumber Bahan

Dalam penelitian hukum terkhusus normatif sumber penelitian didapatkan dari
kepustakaan dan peraturan-peraturan yang ada bukan dari lapangan atau dikenal
sebagai bahan hukum. Bahan pustaka merupakan bahan dasar dari sebuah
penelitian normatif .>* Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini

meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas

seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri;

1. Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

2. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang
Ketentuan Umum di Bidang Impor.

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang

Larangan Impor Pakaian Bekas.

21 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2019,
Him.141.
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b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pembantu dan penunjang
dari bahan hukum primer yang memperkuat penjelasan di dalamnya. Data ini
berguna untuk melengkapi data primer dan memberi arahan ke mana peneliti
melangkah. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu

buku-buku, skripsi dan tesis, jurnal, artikel, dan berbagai penelitian lainnya.

¢. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan lebih dari
bahan hukum premier dan sekunder seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI), ensiklopedia, kamus (hukum), dan lain lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan metode studi
kepustakaan (library research). Studi kepustakaan merupakan bagian karya tulis
ilmiah yang diambil dari pembahasn penelitian terdahulu dan referensi ilmiah yang
berkaitan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis. Studi kepustakaan dilakukan

secara literatur, saat memperoleh informasi atau bahan hukum.

5. Analisis Data

Berdasarkan jenis penelitian normatif analisis data yang digunakan yaitu,
metode kualitatif yang adalah proses pencarian dan memahami makna terhadap
perilaku individu maupun kelompok, yang menggambarkan masalah sosial atau

masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat dan prosedur yang
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bersifat sementara. Penggunaan metode ini guna memberi gambaran terhadap

permasalahan yang ada dengan didasarkan pendekatan perundang-undangan.??

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode
deduktif. Metode deduktif merupakan cara berfikir mendasar yang bersifat umum
lalu ditarik kesimpulan menjadi bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan

tersebut.

2P, Joko Subagyo , Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik, Asdi Mahasatya, Jakarta,
2009, HIm.145.
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